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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penataan Organisasi


Ukuran dan struktur organisasi pemerintahan daerah hendaknya dapat menjamin efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Organisasi pemerintahan daerah yang efektif diharapkan tidak terlalu besar sehingga ada hubungan yang erat dengan masyarakat dalam suatu konteks tertentu menurut batas-batas dan fungsi-fungsi tertentu. Ini sejalan dengan definisi organisasi menurut Prajudi (1999 : 10) yang menyatakan organisasi sebagai berikut :

“Sebagai suatu kelompok dua orang atau lebih (social entity) yang dengan sadar bekerjasama secara terpadu (consciously coordinated) dalam suatu konteks tertentu, menurut batas-batas (boundaries) dan fungsi-fungsi tertentu guna mencapai suatu tujuan tertentu atau suatu perangkat (set-off) tujuan bersama tertentu”.(Prajudi, 1999:10).

Sejalan dengan hal diatas, adanya kerjasama diantara aparatur pengawas sebagai suatu kelompok yang bekerjasama secara terpadu, maka fungsi pengawasan di Inspektorat Kabupaten Sumedang dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Sebagaimana layaknya sebuah organisasi, pemerintah tumbuh berkembang seiring dengan perkembangan lingkungan sosial yang dinamis. Sebagaimana disebutkan dalam perspektif organisasi menurut Prajudi (1999:14-20) adalah memandang organisasi sebagai :

1. Suatu Organisme
Organisasi dipandang sebagai sesuatu yang seolah-olah hidup dan berhayat.

2. Suatu Sistem

Tiap organisasi merupakan suatu sistem yang dapat mentransformasikan dan mengkonversi masukan (input) menjadi keluaran (output). Bahkan sebuah organisasi terdiri atas sub-organisasi yang masing-masing merupakan sub-sistem. 

3. Sesuatu yang memiliki siklus hidup
Setiap sistem terbuka melangsungkan hidupnya melalui tahapan-tahapan hidup dan setiap kali mengalami perubahan pola hidup yang sedikit banyak dapat diprediksi. Adapun tahapan hidup organisasi meliputi :
a. tahap pembentukan, pendirian dan kelahiran organisasi.

b. Tahap jiwa kerukunan bersama dan solidaritas

c. Tahap formalitas dan pengetahuan pengawasan

d. Tahap konsolidasi struktural

e. Tahap kemunduran.

Struktur organisasi merupakan gambaran mengenai keseluruhan kegiatan serta proses yang terjadi pada suatu organisasi. Menurut Child (dalam Lubis dan Martam, 1987:120-121) terdapat 4 (empat) komponen dasar yang merupakan kerangka dalam memberikan definisi dari struktur organisasi, yaitu :

1. Struktur organisasi memberikan gambaran mengenai pembagian tugas-tugas serta tanggungjawab kepada individu masupun bagian-bagian pada suatu organisasi;

2. Struktur organisasi memberikan gambaran mengenai hubungan pelaporan yang ditetapkan secara resmi dalam suatu organisasi tercakup dalam hubungan pelaporan yang resmi isi banyaknya hierarki serta besarnya rentang kendali dari semua pimpinan diseluruh tingkatan dalam organisasi;

3. Struktur organisasi menetapkan pengelompokan individu menjadi bagian suatu organisasi yang utuh;

4. Struktur organisasi juga menetapkan sistem hubungan dalam organisasi, yang memungkinkan tercapainya komunikasi, koordinasi, dan pengintegrasian segenap kegiatan suatu organisasi, baik kearah vertikal maupun horizontal.

(Child, 1987:120-121)

Tujuan utama dibentuknya suatu organisasi adalah untuk memberi wadah pada setiap kegiatan sekelompok orang yang mempunyai tujuan sama agar dalam wadah tersebut mereka dapat berinteraksi dan melakukan kegiatan agar bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Dari aspek struktur organisasi, sebenarnya dapat tercermin efektivitas pelaksanaan otonomi daerah karena fungsi-fungsi pelayanan tertumpu pada masing-masing bagian, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan yang ada.  Dalam Makalahnya Izzuddin (2003:26) menyatakan bahwa :

“Penataan organisasi dimaksudkan untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang semakin proporsional antara besaran keluaran atau hasil kerja (output) dengan misi yang diemban. Adapun tujuan dari penataan organisasi yaitu memperjelas wewenang, tugas dan tanggungjawab masing-masing unit organisasi, sehingga tercipta organisasi yang lebih efisien dan efektif serta terhindar adanya duplikasi dalam pelaksanaan tugas dna fungsi pada unit-unit organisasi”.( Izzuddin 2003:26)
Selanjutnya dalam penyusunan dan penataan organisasi perangkat pemerintah daerah dengan asas efisiensi dan efektivitas, membutuhkan hitungan dan pertimbangan yang seksama agar setiap satuan organisasi yang didesain tidak memberatkan daerah dan sesuai dengan kebutuhan daerah berdasarkan beban kerja dan analisis jabatan.

Menurut Izzuddin (2003:31) dalam makalahnya, mengatakan ada beberapa   prinsip-prinsip dalam penataan organisasi, yaitu sebagai berikut :

a. Hemat struktur kaya fungsi;

b. Adanya kejelasan tujuan organisasi yang akan dibentuk;

c. Adanya pembagian dan perumusan tugas yang jelas antara satuan-satuan organisasi yang dibentuk, sehingga tidak terjadi tugas dan fungsi yang tumpang tindih (over lapping);

d. Mempertegas fungsi lini dan staf;

e. Menyusun pola organisasi sesuai dengan kebutuhan nyata;

f. Menyusun uraian tugas jabatan;

g. Adanya pengembangan jabatan fungsional, sehingga dapat mengatasi kekurangan pada jabatan struktural;

h. Adanya kejelasan beban tugas masing-masing satuan organisasi dan mewadahi fungsi yang berkembang;

i. Memperhitungkan adanya jalur lini dan jalur staf;

j. Memperjelas tata laksana (mekanisme kerja) dan lain-lain.
Dengan adanya pembagian tugas akan memberikan batasan-batasan yang jelas sehingga tidak akan terjadi penumpukkan tugas pada salah satu unit kerja dan adanya pendelegasian wewenang berdasarkan jenjang hierarki yang baik dan akan menumbuhkan loyalitas yang tinggi.   
Dalam penataan organisasi, penyusunan dan penataan organisasi perangkat pemerintah daerah dengan asas efisiensi dan efektivitas, membutuhkan hitungan dan pertimbangan yang seksama agar setiap satuan organisasi yang didesain tidak memberatkan daerah dan sesuai dengan kebutuhan daerah berdasarkan beban kerja, kejelasan tujuan organisasi, pembagian dan perumusan tugas yang jelas antara satuan-satuan organisasi yang dibentuk, menyusun pola organisasi sesuai dengan kebutuhan nyata dan kejelasan beban tugas masing-masing satuan organisasi, sehingga akan menciptakan organisasi yang solid dan terarah untuk mencapai aparatur yang bersih dan berwibawa. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diharapkan oleh masyarakat adalah suatu pelaksanaan yang dapat memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan prosedur, waktu pelayanan yang semakin singkat serta biaya pelayanan yang semakin murah.

Dalam makalahnya Eko Prasojo (2003:15) berpendapat bahwa :

“Parameter organisasi dalam pembentukan perangkat pemerintah daerah berdasarkan PP 8 Tahun 2003 lebih berorientasi pada struktur hierarki (misalnya jumlah bidang) ketimbang berorientasi pada proses dan output kerja. Seharusnya pembentukan perangkat pemerintah daerah harus dititikberatkan pada prinsip, sejauh mana seorang individu anggota masyarakat dapat  dilayani secara cepat oleh seorang pegawai. Organisasi perangkat bukanlah tujuan suatu tugas itu sendiri, melainkan hanya satu instrumen dan alat bantu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, pemeirntah memberikan kewenangan bagi masing-masing daerah untuk menyusun organisasi perangkat daerahnya berdasarkan karakteristik, potensi, kemampuan keuangan dan kebutuhan daerahnya masing-masing.


Konsep yang akan dituju dan diberlakukannya PP tersebut dalam menyusun SOTK adalah bagaimana menempatkan jumlah personil untuk kepentingan yang bersifat riil, sehingga apabila akan diterapkan tentunya akan ada dua keuntungan bagi pemerintah kabupaten/kota, yaitu akan terjadinya efektivitas jumlah pegawai dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
2.3 Pengawasan
Dalam rangka mengembangkan kelembagaan di daerah, salah satu aspek yang mutlak dipertimbangkan adalah kemampuan pembiayaan daerah dalam arti bahwa setiap pengembangan kelembagaan mengandung konsekuensi biaya yang harus ditanggung oleh pemda dalam membiayai operasionalisasi lembaga tersebut.

Pengertian pengawasan menurut Anthony and Govindarajan (dalam modul Diklat Jabatan Fungsional Auditor BPKP, 2002:6) adalah :

 “suatu sistem yang dipersamakan dengan pengertian “Pengendalian” atau “Control, yakni segala komponen baik berupa proses, elemen maupun kegiatan yang terjalin erat dan berfungsi untuk meyakinkan agar segala kegiatan yang telah, sedang dan akan dilakukan menuju kearah tujuan organisasi sebagaimana telah ditetapkan dan diselenggarakan dengan cara-cara seefisien mungkin”.(Anthony and Govindarajan, 2002:6)

Pengawasan merupakan salah satu dari fungsi manajemen (pengelolaan) untuk menguasai dan mengendalikan jalannya organisasi agar tujuan organisasi tercapai dengan efisien, ekonomis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termasuk dalam pengawasan dan pengendalian organisasi adalah seluruh harta kekayaan, personil, dan metode yang digunakan dalam organisasi untuk menjalankan misinya.
Untuk meningkatkan kinerja pengawas di Inspektorat Kabupaten Sumedang, maka fungsi pengawasan di Inspektorat Kabupaten Sumedang menurut Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2006 Tentang Uraian Tugas, Jabatan Struktural Pada Inspektorat Kabupaten Sumedang yaitu :

1. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan.
2. Untuk meningkatkan manajemen pengawasan yang efektif dan efisien.
3. Untuk mengawasi Prosedur Kerja Dalam Pengawasan.
(Sumber : Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2006 Tentang Uraian Tugas, Jabatan Struktural Pada Inspektorat Kabupaten Sumedang).

Tercapainya fungsi pengawasan di Inspektorat Kabupaten Sumedang Dalam Melaksanakan Pengawasan dapat dilihat dari :

1. Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang memiliki keahlian tertentu.


Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang yang bersih dan berwibawa tidak terlepas dari jumlah tenaga Auditor yang bersertifikat, yaitu :

a. Terampil
: 1 orang
b. Ketua Tim
: 2 orang
c. Ahli
: 3 orang
d. Teknis
: 4 orang.

2. Terwujudnya mekanisme pengawasan yang optimal.

3. Terlaksananya pengawasan sesuai dengan Program Kerja Audit Tahunan dan Pedoman Operasional Audit.

4. Meningkatnya sarana dan prasarana.

5. Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan.

6. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam memberikan informasi.

7. Meningkatnya koordinasi dengan lembaga penyidik.

8. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan keterampilan serta imtaq bagi aparatur pengawasan.

9. Meningkatnya kualitas perencanaan pengawasan.

10. Meningkatnya kualitas pelaksanaan  pengawasan.

11. Terciptanya pengorganisasian pengawasan yang baik.

12. Meningkatnya pengendalian hasil pengawasan.

13. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kontrol sosial.

14. Meningkatnya sinergi dengan  lembaga pengawasan lainnya

Dengan asumsi bahwa pengawasan adalah alat bantu bagi manajemen untuk mencapai tujuan, serta bahwa pengawasan bukanlah jaminan bagi organisasi akan dapat mencapai tujuannya, maka dapat diartikan pengawasan membantu manajemen dalam 3 hal yaitu  : 

1)  Meningkatkan kinerja organisasi 

2)  Memberikan informasi yang indipenden  atas kinerja organisasi

3) Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi terhadap deviasi dalam rangka pencapaian yang ada.

Pengawasan sangat penting dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, sehingga tidak akan terjadi penyelewengan. Oleh karena itu, Soewarno (1996 : 143) mengatakan bahwa :

“pengawasan dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan wewenang dan tugas yang telah ditentukan. (Soewarno, 1996 : 143).

Sejalan dengan pengertian diatas, dengan demikian pengawasan bukan untuk mencari-cari kesalahan pada pengelolaannya, namun mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaannya. Hal ini membuktikan bahwa pengawasan harus terhindar dari unsur-unsur subjektif terhadap terjadinya penyimpangan.

Sedangkan fungsi dari pengawasan menurut Soewarno (1996:14) adalah :
1. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.

2. Mendidik para pejabat agar mereka melajsanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelaianan dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

4. Untuk mempeerbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborasan-pemborasan.


(Soewarno, 1996:14)
Dengan adanya fungsi pengawasan seperti rasa tanggungjawab, mendidik para pejabat dan memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, maka fungsi pengawasan akan terjalin dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sedangkan definisi auditing menurut IIA`S Board of Directors (dalam Hiro Tugiman, 2002 : 10 ) adalah :

“suatu aktivitas independent dan objektif, suatu aktivitas pemberian jaminan keyakinan dan konsultasi, dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi, membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuan, memberikan suatu pendekatan  disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian serta proses pengaturan dan pengelolaan organisasi.”. ( Hiro Tugiman, 2002 : 10 ).
Sejalan dengan hal tersebut, maka pengawasan merupakan satu hal yang membantu organisasi dalam usahanya mencapai tujuan dan mengevaluasi keadaan organisasi tersebut. Dengan demikian, penataan organisasi di Inspektorat Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan kinerja pengawas dalam melaksanakan pengawasan adalah, adalah mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, perintah yang dikeluarkan dan prinsip yang dianut juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadian dikemudian hari. 

Hal-hal dalam Manajemen pengawasan yang efektif dan efisien di Inspektorat Kabupaten Sumedang, yaitu :

1. Organisasi

Dalam organisasi, diadakan pengujian apakah dalam melaksanakan Manajemen pengawasan ada kegiatan-kegiatan  yang  bertentangan dengan prinsip-prinsip organisasi sebagai berikut :

a. tanggung jawab dibagi sehingga tidak seorangpun yang boleh mengendalikan semua tahap dari suatu proses kegiatan dari awal sampai akhir tanpa ikut campur orang lain.

b. Setiap pelaksana diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang bersifat memutuskan.

c. Setiap tanggung jawab ditetapkan dengan jelas. 

d. Setiap pemberian tanggung jawab dan pelimpahan wewenang disertai suatu sistem tindak lanjut yang efektif untuk menentukan apakah penugasan tersebut dilakukan sebagaimana mestinya.

e. Dalam keadaan yang tidak biasa (diluar kelaziman), aparatur yang diberi tanggung jawab atau menerima pelimpahan wewenang berkonsultasi dengan Pejabat yang memberikan pelimpahan wewenang tersebut.

f. Setiap pelaksana mempertanggungawabkan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tanggungjawabnya dan hasil-hasil yang telah dicapainya.

g. Organisasi bersifat fleksible sehingga terjadinya sinkronisasi perubahan-perubahan dalam struktur.

h. Dalam pembagian, tugas, fungsi dan tanggung jawab dihindarkan dari terjadinya tumpang tindih (overlapping), duplikasi dan pertikaian.

i. Unit-unit Organisasi dibentuk sedemikian rupa sehingga tercapai efektivitas yang maksimal dengan biaya yang serendah mungkin.
(Sumber : Inspektorat Kabupaten Sumedang, 2007)

2. Personalia

Dalam hal ini, manajemen pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumedang ditekenkan kepada :

a. personil yang tepat dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga mampu melaksanakannya dengan baik.

b. klasifikasi yang dibutuhkan atau yang dapat dilatih untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

c. sistem supervisi yang memuaskan terhadap pelaksanaan pekerjaan personil

3. Akuntansi/pencatatan

Akuntansi merupakan metode pengendalian finansial yang penting terhadap kegiaan-kegiatan, sumber-sumber dana dan daya. Akuntansi memberi suatu kerangka kerja untuk menetapkan tanggung jawab pada bidang-bidang tertentu dan sekaligus menjadi dasar penyusunan  laporan sebagai sarana untuk menilai operasi. Hal yang diperhatikan dalam Akuntansi/Pelaporan dalam menciptakan manajemen pengawasan yang efektif dan efisien di Inspektorat Kabupaten Sumedang adalah :

a. setiap kegiatan telah dicatat dan dilakukan dengan teliti, diklasifikasikan dengan tepat dan dapat diandalkan.

b. akuntansi telah menjamin pengendalian yang cukup atas harta milik dan kewajiban organisasi.

4. Pelaporan

Pelaporan intern diperlukan dalam setiap organisasi untuk memberikan informasi yang aktual tentang perkembangan, kemajuan atau tujuan yang telah dicapai dan merupakan dasar bagi manajemen atau pengambilan tindakan. Informasi diperlukan bagi pimpinan sebagai dasar yang fundamental untuk pengendalian manajemen. Hal yang diperhatikan dalam manajemen pengawasan yang efektif dan efisien di Inspektorat Kabupaten Sumedang adalah sistem pelaporan telah dibuat dan dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga pejabat-pejabat yang bertanggung jawab dapat memperoleh informasi yang mutakhir dan cukup mengenai apa yang terjadi dan kapan serta dimana tindakan-tindakan menajemen diperlukan.

5. Pengawasan/Audit Intern

Suatu mekanisme penting lainnya untuk memberikan informasi tentang manajemen pengawasan yang efektif dan efisien adalah sistem audit intern terhadap operasi, metode, sistem, prosedur dan praktek-praktek. Pihak Pimpinan memerlukan audit intern yang bebas untuk melakukan penilaian terhadap unsur-unsur pengendalian lainnya. Hal yang diperhatikan dalam pengawasan/audit intern adalah :

a. Aparat audit intern telah ada dan ditempatkan pada kedudukan yang tetap dalam organisasi.

b. Ruang lingkup audit intern telah ditetapkan dengan jelas dan pekerjaan audit intern telah memenuhi syarat kewenangan, dapat diandalkan, obyektif dan tepat waktunya.

c. Pekerjaan ditekankan kepada perbaikan kegiatan organisasi.
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